IKHTISAR

Analisis Isu Publik merupakan hasil penginputan data melalui aplikasi survey analisis isi
media yang kemudian hasil penginputan data tersebut diolah dan dianalisis oleh Tim Analisis
Isu Publik. Rangkuman pernyataan-pernyataan, kebijakan maupun penjelasan pejabat
pemerintah daerah berdasarkan hasil pemantauan Tim melalui surat kabar yang terbit di
Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi wilayah kerja Balai Besar Pengembangan dan
Penelitian Komunikasi dan Informatika Medan. Dari hasil pemantauan tersebut dilakukan

penginputan data, pengolahan data dan analisis data yang menghasilkan suatu Policy Brief.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Balai Besar
Pengembangan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo) Medan telah
menerbitkan Kajian Policy Brief (Analisis Isu Publik). Terbitan ini merupakan hasil penginputan
data dari beberapa surat kabar yang terbit di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan yang
memberitakan mengenai kebijakan pemerintah daerah baik itu bidang Ekuin, Kesra dan
Polhukam. Hasil penginputan data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS dan dilakukan
analisis.

Pada terbitan Survey Analisis Isu Publik bulan ini, data didapat dari hasil monitoring
media dalam pemberitaan surat kabar terbitan Sumatera Utara yakni Sinar Indonesia Baru,

Analisa, Waspada, Sumut Pos, dan Medan Bisnis.

Medan, Mei 2018
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PENDAHULUAN

Balai Besar Pengembagan dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP
Kominfo) Medan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM yang berada dibawah dan tanggungjawab Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM. BBPSDMP Kominfo Medan mempunyai tugas melaksanakan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika serta
pengembangan Kkapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan
pengetahuan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017
tanggal 28 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, wilayah
kerja BBPSDMP Kominfo Medan meliputi tujuh provinsi yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera
Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan
Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan Visi dan Misi BBPSDMP Kominfo Medan, yaitu salah satunya
meningkatkan publikasi hasil-hasil pengkajian komunikasi dan informatika terutama di wilayah
perbatasan, maka dilakukan kajian dengan menggunakan aplikasi media monitoring terhadap
surat kabar terbitan Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi wilayah kerja BBPSDMP
Kominfo Medan dengan melakukan penginputan data, pengolahan data dan analisis data.

Diharapkan kajian ini akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan. Kajian dibagi menjadi tiga
bidang, yaitu Ekuin, Kesra dan Polhukam.
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POLICY BRIEF
BulanMei 2018

Tim Analisis Isu Publik
Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan
Informatika Medan

Analisis isi content analysis adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Harold D.
Lasswell, pelopor metode ini menggunakan telsyknbol codingyakni mencatat lambang
atau pesan secara sistemat@y kemudian di interpretasi sehingga menjadi angka yang
terukur, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis yang terukur juga. Secara umum,
analisis isi merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Disis
lain analisis isi yga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.
Holsti menjelaskan juga bahwa bahwa metode analisis isi adalah suatu teknik untuk
mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan
secara objektif,istematis dan generalis. Penjelasan metode diatas terkait dengan analisis isi
media menggambarkkan bahwa ragam berita media yang ada akan menjelaskan dan
menggambarkan sebuah opini masyarakat secara umum terkait dengan kondisi yang terjadi.
Kajian analisigsi juga memiliki tujuan tertentu, sesuai dengan target kajian yang diharapkan.

Dalam analisis isi yang dilakukan di lingkungan Balai Besar Pengembangan SDM dan
Penelitian Kominfo (BBPSDMP) Kominfo Medan ini, yang menjadi target analisis isi adalah
terkat dengan pemberitaan media cetak terhadap apa yang telah dan akan dilakukan
pemerintah daerah di wilayah kerja BBPSDMP Kominfo Medan. Kinerja pemerintah sebagai
objek pemberitaan di media dapat dinilai dari seluruh pemberitaan media yang tersebar
denganmenggunakan metode analisis isi media dengan membahas seluruh informasi tertulis
dan tercetak pada media massa yang terbit. Media massa baik cetak maupun online menjadi
sumber data dalam kajian analisis isi media ini. Sebagai syarat teknis agar data yang
digunakan reliable, maka pada kajian analisis isi media ini menggunakan seluruh populasi
media yang terbit pada daerah kajian yang direpresentasikan menggunakan sampel media
yang mewakili seluruh populasi media yang ada. Sedangkan yang menjadi unit adalédis
seluruh berita yang memuat informasi terkait dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan
pemerintah pusat dan daerah. Kajian analisis isi yang dilaksanakan ini membagi kategori
berita menjadi 3 (tiga) bidang yakni bidang Politik, Hukum dan Ke®m (Polhukam),
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin).



BIDANG KESRA

Bidang Kesra kembali menjadi bidang berita yang paing dicermati oleh Tim Analisis
Isi Media Kajian Opini Publik BBPSDMP Kominfo Medan pada bulan Mei 2018.
Perbandingan persentase antar bidang berita ditunjukkan pada Gambar 1.

H 1. Kesejahteraan Rakyat
B 2. Ekonomi, Keuangan, dan Industri
3. Politik, Hukum dan Keamanan

Gambar 1. Persentase bidg berita bulan Mei 2018

Gambar 1 menunjukkan bidang Kesra menjadi bidang dengan persentase pemberitaan
terbesar dengan persentase 42,3%, diikuti bidang Polhukam dengan persentase 34,8%,
kemudian bidang Ekuin dengan persentase terendah yaitu 2Rg%entase berita bidang
ketiga bidang memiliki jarak yang hampir sama yaitu selisih 8% antara bidang Kesra dan
Polhukam, serta 12% antara bidang Polhukam dan Ekuin.

PEMILIHAN TOPIK

Berita-berita yang masuk dalam bidang Kesra dikelompokkan dalam 13 tgumkun
hanya ada sembilan topik yang muncul dalam pemberitaan di bulan Mei dengan komposisi
setiap topik seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

n. Bencana alam

|. Pembangunan Desa

k. Maritim dan Kelautan

j- Kedaulatan energy (kelangkaan BBM,...
i. Toleransi antarumat beragama

h. Infrastruktur 16.5

g. Tenaga Kerja

f. Lingkungan

e. Kedaulatan Pangan
d. Kemiskinan

b. Kesehatan

a. Pendidikan

Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Kesra



Berdasarkan Gambar 2, terdapat empat topik dengan perskeomagsesisi yang cukup
besar yaitu topik infrastruktur (16,5%), topik kedaulatan pangan (5,4%), topik lingkungan
(3,9%), dan topik kesehatan (3,9%). Dari keempat topik tersebut, topik infrastruktur dan topik
lingkungan sudah sering dibahas, sedangkan tagllaidatan pangan baru dipilih pada edisi
bulan lalu (April 2018), sehingga topik kesehatan lebih diprioritaskan untuk dianalisis.

Masalah yang mencuat pada topik ini adalah seputar Jaminan Kesehatan MNasimonal
Indonesia Sehat (JKKIS). Sebuah kasus iknterjadi di RSUP Adam Malik ketika pasien
peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan terdafatar sebagai peserta Penerim.
Bantuan luran (PBI) tidak diperbolehkan pulang karena harus membayar biaya persalinan
sebesar Rp. 25.029.000. Suami pasmengadukan bahwa istrinya berobat menggunakan
kepesertaan BPJS yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI dan kartunya masih aktif,
namun oleh rumah sakit tetap dianggap pasien umum. Namun pihak RSUP membantah ia
menahan pasien untuk pulang. Menurtitagi rumah sakit tidak benar bahwa pasien bersalin
ditahan untuk pulang, namun bayi yang dilahirkan memang tidak boleh pulang karena masih
dalam perawatan. Rumah sakit juga menambahkan bahwa bayi yang harus dirawat secara
khusus karena hidrosepalus itu sampaat ini belum ada kepesertaan BPJSnya sehingga
dirawat sebagai pasien umum.

Berita lainnya adalah berita peluncuran Mobile 3JKI$, suatu aplikasi mobile yang
ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanafISKNtur dalam

aplikasi tersebut adalah mendaftar, mengubah data kepesertaan, melihat informasi data
peserta dan keluarga, melihat info tagihan dan pembayaran iuran, kemudahan mendapat
layanan fasilitas kesehatan, serta kemudahan pengaduan dan permintaan informasi seputar
JKN-KIS. Namun diberitakan juga aplikasi sejenis ini (online BPJS) dianggap mempersulit
masyarakat mendapat layanan JKN. Seorang peserta mengeluhkan harus terlantar lebih dari
empat jam di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Puskesma Kluet Aceh Selatan
karena pasien belum terdafatar di online BPJS. Menurut penuturan keluarga pasien, pasien
yang belu terdaftar di aplikasi online BPJS tidak dapat dirujuk ke RSUD dr.H.Yuliddin Away
untuk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut. Menanggapi hal ini B&REaCabang
Tapaktuan dr. Neni melalui Kabid PMP T. Mirza, S. Farm. Apt. membantah bahwa aplikasi
ini menyulitkan pelayanan. Menurutnya justru aplikasi ini mengefisienkan pelayanan pasien
JKN karena pasien akan terdata di primer careafe) sesuai staad nasional. Jika terjadi
gangguan sehingga pengisian aplikasi tidak dapat dilakukan atau terganggu maka faskes
tingkat pertama tetap dapat membuat rujukan manual, namun tetap harus mendaftarkan
kembali pasien pada kesempatan lain jika kondisi telah mdamkagn. Berita lainnya adalah
prestasi provinsi Aceh yang berhasil mendapatkan penghargaaiKl&bersama provinsi

DKI Jakarta, Papua Barat dan Gorontalo. Pemberian penghargaan ini untuk semakin memacu
daerakdaerah mencapai statudniversal Health Covemge (UHC) yang mensyaratkan
jaminan kesehatan mencapai 95% dari total masyarakatnya. Masih



terkait UHC, Kepala BPJS Cabang Pematangsiantar yang mengayomi empat
kabupaten/kota yaitu Pematangsiantar, Simalungun, Toba Samosir, dan Samosir menyatakan
mash ada 904.300 jiwa di wilayahnya yang belum terdata sebagai peser&lIKN

ANALISIS

JKN-KIS adalah metamorfosis dari seperangkat upaya penjaminan kesehatan
masyarakat yang telah dirintis sejak lama. Sebelum adanya lembaga penyelenggiitd JKN
yaitu BRIS (Kesehatan), telah lama berdiri Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan
Kesehatan (BPDPK) sekitar setengah abad yang lalu. Undiatigng No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undiasang No.24 Tahun 2011
tentang Badan Pengmggara Jaminan Sosial (BPJS) kemudian melahirkan lembaga
penyelenggara baru yaitu BPJS, yang di dalamnya termasuk BPJS Kesehatan. Inisiasi awal
programprogram tersebut sangat baik dan sangat mulia, yaitu untuk mendukung jaminan
pelayanan kesehatan kepadeluruh masyarakat Indonesia. Jika pada awalnya BPJS
Kesehatan melalui JKN memberikan jaminan kesehatan dengan sistem iuran (seperti halnya
asuransi kesehatan) maka dengan adanya KIS negara juga memberikan jaminan kesehatan
kepada masayarakat yang tidakampu. Peserta KIS umumnya adalah peserta layanan
kesehatan melalui jalur PBI yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Konsep PBI
inilah yang diteruskan dengan KIS, yaitu iuran untuk mendapat layanan kesehatannya tetap
ada hanya saja dibayarkantoleegara.
Kasuskasus kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui produk BPJS Kesehatan
(JKN-KIS) dipicu oleh beberapa sebab. Sebab pertama adalah sosialisasi. Baik sosialisasi bagi
peserta yang ingin mendapatkan layanan kesehatan maupun petugasiamegdranatanya
terutama di faskes tingkat pertama. Sebab kedua adalah adanya pembebanan iuran bagi
peserta noiiPBI (KIS) dan disertai aturan dendanya. Hal ini menjadi beban tersendiri, apalagi
kepesertaannya diwajibkan negara. Sebab ketiga adalah ferka#ahan layanan BPJS oleh
aturan baru, layanan BPJS melalui produk JKN dan KIS memang diakui telah banyak
meringankan masyarakat terutama yang menderita penyakit berat dan berbiaya mahla jika
dibiayai sendif?, BPJS menawarkan sistem gotawmgong dalan melangsungkan jaminan
kesehatan. Namun, beberapa layanan diberikan dengan batasan tertentu, walaupun beum
diketahui secara pasti merupakan kebijakan faskes atau memang aturan baru BPJS, seperti
syarat bukaan tertentu untuk pasien bersalin dengarKlI&Nbahkan jenis benang jahit dan
panjangnya juga tertentu, kemudian juga aiiEt tertentu yang tidak ditanggung lagi. Kabar
terbaru yang masih hangat adalah obat kanker Trastuzumab (Herceptin) yang dihapus dari
daftar tanggungan

L https://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2018/832/IKN-KIS-Penyambung-Hidup-Saya
2 http://jabarekspres.com/2018/cuci-darah-terasa-berat-jika-tanpa-jkn/



obat BPJS Tentu ada alasaalasan penting dibalik keluarnya kebijakan baru, sebagai
produk yang dirancang untuk memberikan jaminan kesehatan untuk semua dan gotong
royong, penjelasapenjelasan dibalik setiap kebijakan ini perlu disampaikan lagi dengan
lebih maksmal dan dengan cara yang terhindar dari bias informasi. Apalagi masyarakat
seringkali mendapati layanan yang dibatasi, misal jumlah hari rawat di rumah sakit, yang
ternyata dikonfirmasi pihak BPJS tidak dibata$PJS sebagai penyelenggara JKIS,
faskesdi semua tingkatan, dan Kementerian Kesehatan harus memastikan layanan yang
diterima peserta sesuai dengan ketentuannya.

Sementara permasalahan di luar layanan BPJS adalah bagaimana meningkatkan
kepsertaan masyarakat agar target UHC dapat tercapai. Pampenghargaan kepada
Pemerintah Daerah mungkin dapat membantu, namun tidak cukup. Peningkatan kualitas SDM
baik dari kelembagaan BPJS, faskes, dan administrasi pemerintahan hingga lapis terbawah
dan terdekat dengan masyarakat perlu mendapat perhatianblesar lagi. Pendekatan
pendekatan 6ancamanéo y 2 tidgk bolah r dikedepankar ioleh ma s
pemerintah, apalagi ada kewajiban membayar dalam kepesertaan. Edukasi pentingnya
jaminan kesehatan perlu digalakkan sehingga masyarakat akan memiladimgeserta
dengan kesadaran.

KESIMPULAN

1. JKN-KIS adalah produk BPJS Kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan
masyarakat Indonesia menuju UHC. Layanan ini didasari Undadgng No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) daanghehdang No.24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai payung hukumnya.

2. Sengketa dalam penyelenggaraan JKIS sering terjadi antara peserta dengan faskes,
oleh karena itu BPJS sebagai penyelenggara perlu melihat pemicuammadzai
mencarikan solusinya. Di antaranya meningkatkan sosialiasi aturan termasuk hak dan
kewajiban peserta maupun faskes, hingga ke lapisan pelayanan terdepan.

3. Produk jaminan kesehatan yang ada tidak semuanya ditanggung negara (seperti peserta
KIS dari PB). Di sisi lain pemerintah mewajibkan kepesertaan, oleh karena itu perlu
formulasi yang lebih ramah dalam menentukan nilai iuran dan denda, sehingga tidak
memberatkan dan malah menjadi beban baru masyarakat.

Informasi terkait perubahan layanan, batdsaasan yang didapati di faskes, dan layanan

lainnya harus disampaikan dengan baik dan disertai alasan yang

3 https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4119493/bpjs-hapus-obat-mahal-trastuzumab-ini-alasan-
sesungguhnya

4 http://harian.analisadaily.com/kota/news/bpjs-jamin-pasien-sampai-sembuh/584382/2018/07/12

5> http://blogshah.com/warga-yang-tak-ikut-bpjs-kesehatan-bakal-kena-sanksi-kalau-mau-jadi-peserta-harus-
bayar-segini/



4. dapat diterima, sehingga mencegah munculnya masalah antara peserta dengan faskes.
Diseminasi informasi yang baik perlu diperkuat untuk mencégad informasi terkait
pelaksanaan layanan BPJS dan produknya.

5. Pelibatan dan peningkatan SDM kelembagaan BPJS, faskes, dan administrasi
pemerintahan hingga level terendah untuk memperluas kepesertaan jaminan kesehatan
harus didukung semua pihak, dan memdan pada edukasi masyarakat, bukan
6ancamand penghentian | ayanan publ i k. Den
dengan motivasi kesadaran, bukan ketakutan.



BIDANG EKUIN

Dalam analisis isi media yang dilakukan BBPSDMP Kominfo Mepiata bulan Mei
2018 ini terlihat pada Gambar. 1 dibawah ini.

34.8 m 1. Kesejahteraan Rakyat

2. Ekonomi, Keuangan,
dan Industri

3. Politik, Hukum dan
Keamanan

22.9

Gambar 1. Persentase Bidang Berita Bulan Mei 2018

Gambar. 1 menunjukkan bidang Kesra mendapat porsi pemberitaan terbesar yakni
42,3%, selanjutnya adalah bidang Polhukam dengan pemberitaan sebesar 34,8% dan bidang
Ekuin sebesar 22,9%.

Pada bidang Ekuin bulan Mei 2018 berita mengenai ekonomi mikro yakni perilaku
konsumen, industri, penentuan harga pasar dan produksi barang jaspahgeiaentase
sebesar 17,6%, pemberitaan mengenai ekonomi makro sebesar 3,9 % dan pemberitaan
mengenai pariwisata sebesar 1,8% seperti yang ditunjukkan oleh Gambar. 2 berikut ini.

M a. Pariwisata

l H b. Ekonomi Mikro (Perilaku

konsumen, industry,
penentuan harga pasar,
produksi barang dan jasa)

i c. Ekonomi Makro
(Pendapatan nasional,
investasi, kesempatan kerja
dan inflasi)

Gambar 2. Komposisi topik berita bidang Ekuin



Hasil Kajian Analisis Isi Medabulan Mei2018 bidang ekuin memunculkan beberapa
topik utama diantaranya topik yang berkaitan dengan ekonomi mikro, kegiatan pariwisata dan
ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro, media banyaemberitakan mengenai langkah
langkah yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok menjelang
Ramadhan 1439 Hijriah. Seperti adanya Pasar Murah yang digelar di sejumlah lokasi yang
tujuannya untuk menjaga harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan menjelang masuknya Ramadhan. Cara lainnya yang dilakukan
Pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga kebutuhan pokok adalah dengan didirikannya
TTI Center (Toko Tani Indonesia) yang baru dibuka di Aceh yang diharapkan mampu
menjual berbagai pro#ttberbasis potensi pangan lokal. Hal ini perlu diapresiasi karena selain
dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kalangan menengah ke bawah, tentu juga
akan mempermudah penjualan produksi pangan lokal. Sekda Provinsi Aceh, Drs. Dermawan,
MM mengharapkanmelaui TTI Center dapat terwujudnya keseimbangan antara harga
kebutuhan pokok dan dapat bekerjasama dengan distributor pangan lokal sehingga hasil panen
penyedia pangan lokal dapat terserap. Hal ini perlu diapresiasi dan dicontoh olekR daerah
daerah lain gar masyarakat ekonomi lemah bisa terlayani dengan pangan yang harganya
terjangkau.

Sementara itu, dari sisi ekonomi mikro, kelangkaan produk elpiji bersubsidi 3 kilogram
dibeberapa daerah masih menjadi topik utama pemberitaan. Gas elpiji primadona
rumahtagga menengah kebawah ini menjadi barang langka di Labuhan Batu Selatan, Kota
Langka Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa kecamatan di kota Medan dan
diberbagai kabupaten dan kota lain di propinsi Sumatera Utara dan Aceh. Kelangkaan gas
elpiji ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, sebab, banyak warga yang
menggantungkan urusan domestiknya pada keberadaan produk ini, bahkan beberapa
diantaranya menjadikan gas elpiji bersubsidi ini menjadi pendukung bisnisnya seperti para
pedagang makanan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan langkanya salah satu produk Pertamina ini.
Officer Communication And Relation PT. Pertamina Persero Marketing Operation Regio |
Arya Yusa Dwicandra mengatakan bahwa terpangkasnya kuota subsini LPG 3 kg sebesar
13% dari al&kasi APBN serta meningkatnya harga minya mentah dunia menjadi salah satu
penyebab berkurangnya peredaran produk ini di pasaran. Disisi lain, adanya tindakan tidak
terpuji beberapa oknum yang melakukan pengoplosan isi LPG 3 kilogram disinyalir juga
berkontibusi langkanya produk ini. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab
Labuhan Batu Selatan, Ali Siregar mengatakan kepada media bahwa pihaknya akan segera
melakukan operasi pasar disejumlah wilayah dan akan memberikan tindakan tegas bagi
pangkalan PG yang nekat melakukan penyelewengan produk LPG 3 kilogram tersebut.

Hal lain yang menjadi topik pemberitaan bidang ekuin pada bulan Mei 2018 ini adalah
merosotnya daya saing investasi Sumatera Utara, khususnya tal@umia@ngdisebabkan
beberapa halakni terkait dengan masalah korupsi dan kondisi



infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini sangat disayangkan, karena Sumatera Utara
memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki segala hal yang sangat menarik bagi
investor untuk berinvestasi dikasan ini. Dapat dikatakan bahwa melimpahnya sumber daya
alam sebagai bahan utama produksi indulstkasi yang strategis, keberadaan Banddara
yang memiliki kualitas internasional belum cukup untuk menarik investor manakala
dukungan infrastruktur laieeperti jalan, ketersediaan listrik dan birokrasi yang bersih belum
dapat diwujudkan menjadi lebih baik. Berbagai upaya untuk memastikan hadirnya investor
dikawasan ini harus dilakukan. Kehadiran investor dikawasan akan mempercepat
pertumbuhan ekonomi @erbagai bidang, sekaligus akan mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi secara nasional.

KESIMPULAN :

Kajian analisis isi bidang Ekonomi, Keuangan dan lird(ikuin) pada edisi Mei 2018
ini menunjukan bahwa tingkat keragaman topik, berita dan pembahasan semakin meluas.
Untuk topik yang berkaitan dengan ekonomi mikro, dapat digambarkan bahwa masalah klasik
yakni kelangkaan kebutuhan warga seperti gas elpiji bersubeidilistrik, harga poduk
petani tetap menjadi topik primadona yang dipublis di media massa cetak maupun online.
Namun denikian, ada sebuah topik yang masih hangat sampai bulan Mei ini dan tetap
mendapat sorotanberbagaipihak melalui pemberitaan suratkabar yakni terkait dang
pemberdayaan ekonomi kreatif, khususnya bagi kalangan pelaku UMKM. Ekonomi makro
juga memiliki topik yang tidak kalah menarik. Dalam kajian analisis isi ini topik yang terkait
dengan ekonomi makro adalah masalah kebijakan yang berkaitan dgpagan mearik
investor baik lokl maupun investor asing. Hal ini memang masing sangat dibutuhkan
ditengah tingmya aktivitas ekonomi, industrserta sumber daya alam yang melimpah,
sehingga dibutuhkan modal untuk mengelola dan mengubahnya menjadi produktif.

Topik lainnya terkiat dengan ekonomi makro adalah terkiat dengan pengelolaan
pendapatan dan belanja pemerintah yang berkontribusi secara langsung pada kondisi ekonomi
nasional. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran baik pemerintah daerah maupun
pusat éharapkan akan menjaga stabilitas ekonomi secara nasional. Kondisi keuangan deficit
diharapkan tidak akan terjadi karena kondisi defisit menunjukan bahwa kas flow antara saldo
dan pengeluaran tidak berimbang sehingga dapat merusak tatanan penggunaasmn keuang
sebuah organisasi. Sementara itu, topik yang terkait dengan pariwisata juga masih bersifat
klasif seperti ide, wacana dan kebijakan pengembangan objek wisata di berbagai daerah,
konsep penataan Danau Toba dengan menyatukan persepsi berbagai pihakidbingguk
menjadikan wisata kuliner sebagai bagian dari keunggulan wisata yang dapat menarik minat
wisatawan baik domestik maupun manca negara.



REKOMENDASI

1. Seluruh jajaran Pemerintah Fiasi Sumatera Utara diharapkéerus mengupayakan
pengembangan daya saing investdisProvinsi ini sertaterus meningkatkan upaya
perbaikaninfrastruktur pariwisata seperti jalan dan listrik, sehingga Sumatera Utara
kembali menjadi primadona bagi investor baik dalam maupun luar negeri..

2. Diharapkan edapat mungkimpaya untuknemperhatikan sektor usaha kecil mikro dan
menengah (UMKM) untuk membantu pergerakan ekonomi ke arah positif. Pembinaan
terhadap UMKM juga mutlak diperlukan dengan memberi bantuan kepada para pelaku
usaha mulai dari petani, nety, pedagang dan pelaku usaha lainnya.

3. Pemerintah juga dapat memberi akses yang lebih luas kepada para pelaku UMKM untuk
permodalan dan pembinaan manajemen disamping pihak Perbankan di Sumatera Utara
diharapkan dapat lebih bersinergi dengan Pemerintaimdak permodalan guna
membantu menggerakkan sektor UMKM ini.

4. TTI Center (Toko Tani Indonesia) yang baru dibuka di Aceh perlu diapresiasi dan
dicontoh oleh daerah lain karena yang mampu menjual berbagai produk berbasis
potensi pangan lokal. Karena selalapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
kalangan menengah ke bawah, tentu juga akan mempermudah penjualan produksi
pangan lokal disamping masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa terlayani dengan
pangan yang harganya terjangkau.
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